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Kelembagaan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan perencanaan pembangunan Daerah,
lnspektorat dan Lembaga Teknis Daerah provinsi Jawa Tengah, yang pelaksanaan
tugas fungsinya diperjelas oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor gg Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan
Pangan (BKP) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Gubemur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 201 1, Badan Ketahanan pangan memiliki
tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang Ketahanan Pangan.

BKP sebagaimana disebutkan dalam peraturan Daerah propinsi Jawa Tengah
Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 mempunyai fungsi : perumusan kebijakan
teknis di bidang ketahanan pangan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang ketahanan pangan; pembinaan, fasilitasi dan
pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan
penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten
/ kota; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
pelaksanaan kesekretariatan badan; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Gubernur sesuai dengan lugas dan fungsinya.

Tahun 2016, Badan Ketahanan Pangan provinsi Jawa Tengah melaksanakan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat melalui
anggaran Dekonsentrasi. Program tersebut mencakup 4 (empat) kegiatan, yaitu: (1)
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan pangan; (2) pengembangan
Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) pengembangan penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis
lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan kesatu sampai ketiga merupakan
kegiatan prioriias nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan ketahanan
pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peranserta instansi terkait
sesuai dengan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, serta melalui kerjasama
dengan sfakeho/ders/pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2016 merupakan lanjutan dari kegiatan tahun
sebelumnya, dengan program-program aksinya sebagai berikut :

1. Program aksi pada kegiatan Pengembangan penganekaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan, diarahkan pada percepatan penganekaragaman
Konsumsi Pangan (P2KP) yang meliputi: (1) Optimalisasi pemanfaatan
Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL) dan
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Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar
nilai waiar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban
dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk
memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi
yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah
merupakan kebijakan yang ditetapkan oteh BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH yang merupakan entitas pelaporan dad Kementerian
Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang pent;ng yang digunakan dalam penyusunan
Laporan Keuangan BADAN KETAHANAN PANGAN pROVtNSt JAWA TENGAH
adalah sebagai berikut:

. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah.
. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas ditedma pada Kas Umum Negara
(KUN).
. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.
. Pendapatan-Lo diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau
Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
? Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
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. Belanja adalah semua pengeluaran dad Rekening Kas Umum Negara yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN_
. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka
Panjang dan Aset Lainnya.

. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah
Bank lndonesia pada tanggal neraca.
. lnvestasi Jangka Pendek BLU dalam beniuk surat berharga disajikan sebesar
nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesat
nilai nominal.
. Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak danlatau telah dikeluarkannya sural keputusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa
yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang

. menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur' 
dengan andal

. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net
realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang
tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang

tsADAN KqTAi7ANIAA, P{i!6ANr ?ROVINSI JAUTA TENGAN 7s



Lapora*Ketnnga* r,+rwtter II Talwv Angga,rawv 20 16

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah. Perhilungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan perbendaharaan/Ganti
Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan seielah tanggal
neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TpA.
. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal
neraca dikalikan dengan:

. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
cara lainnya"

. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaal
lebih dari 1 tahun.
. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi
sebagai berikut:
. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yanq
akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan
sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

a, Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp30O.0OO (tiga ratus
dbu rupiah);
b. Pengeluaran unluk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya- berupa koleksi perpusiakaan dan barang bercorak kesenian.

. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah
yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal
jatuh tempo

Satu bulan terhitung sejak tanggal surat
tagihan periama tidak dilakukan pelunasan

Satu bulan terhilung sejak tanggal surat
tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat
tagihan ketiga lidak dilakukan pelunasan

2. Piutang lelah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/DJKN

EADAN KETAllAlV4Nr ?ANrqrlAJ VROVINSI JAU)A TtNeAN t6



La.pora,rvKeuatqan pn e,*ter II Ta.lv-n, A ngga"ra,tu 2O I 6

sesuai dengan rencana umum lata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya
telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan
dari neraca pada saat ada penetapan dan entitas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan
aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.O1lpMK.06/20.13
tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusai sebagaimana diubah dengan pMK 90/pMK.06/2014 tentang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas pemerintah
Pusat.
. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah
atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir
semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus
yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap
secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Kepuiusan
Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai
berikut:

Peralalan dan lvlesin 2 s.d 20 Tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d 50 Tahun

Jalan, lrjgasi dan Jaringan 5 s.d 40 Tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) 4 Tahun

. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan
diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan -

. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaanffuntutan Ganti Rugi (TP|TGR) dinilai berdasarkan nilai
nominal dan disaj ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .
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.Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , danpiutang jangka panjang. Termasuk datam Aset L"inny" 
"o"An 

aset tak
P"yyjyd, tagihan penjuatan angsuran yang jatuh tempo teUih dari 12 (duabelas) butan , aset kerjasama o"ng"n pi;"it"i,s; G;,*"n1, dan kas yangdibatasi penggunaannya.

'Aset rak 
_Berwujud 

(ATB) disajikan sebesar nilai rercatat netto yaitu sebesarharga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .

:1j:11.':T,.1IB.l:ng"n masa manfaar rerbatas oiraruran densan metode
:,::: .':j:-: 1": n1a j.. s 

1sa 
ni h it. sed a n s ka. 

"t". 
niJl", g;#,J ;";;::;tidek terbatas tidak dilakukan amorlisasi.

. Or"r t",nr",n 
nilai buku yaituharga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

. Kewajiban adalah ulang yang timbul
penyelesaiannya mengakibatkan aliran
pemerinlah.
. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendekdan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendekjika diharapkan untuk dibayar atau jaiuh tempo Oalam waktu duabelas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek m_eriputi utang Kepada pihak Ketiga,' Belanja yang Masih Harus Dibayar, eena-apatan Diterima di Muka,Bagian Lancar Utang Jangka panjang, O"n Ut"ng Jangka pendek
Lainnya.

dari peristiwa masa
keluar sumber daya

lalu yang
ekonomi

Usensi,tlak paten Sederhana, Merk, Desain lndustri, Rahasia Dagpng;Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

3l^:f:i"1, Lembasa penyiaran, paten Biasa. perlindungan Varieras
I anaman Semusim

Hak Cipta Karya Seni Terapan. perlindungan Varietas Tanaman
Tahunan

::l^::.TTl""r gipraan cot. , Hak Ekonomi peraku pertunjukan,
trKonomt produser Fonogram

Hak Cipta atas Ciptaan Got. I
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b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.

. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

iri Ik itn$

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam
satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.
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